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Abstract

Fiscal decentralization involves providing revenue adequacy on the pari of
regional government that includes revenne sharing of central held tax and nou-
tax revenucs. The presen! revemue sharing mechanism fmvofves individia
income tax and natiral resources reventics. This paper argues for the sharing of
other central held laxes, the corporaie income lax and value added lax as bolh
taxes are a direct resull of the region’s econoniic performance. The distribution
of botlr taxes are based on each region’s economic performance which in ilself is
an incentive for the regions to enfiance ils economic performance. The proposcd
revenie sharing is also in line with the spirit of fiscal deceniralization.

The simulation resulls show thal income lax and value added tax revenue
sharing will increase funds that are being allocaled to the regions to be 37% of
total domeslic revenues. The resulfs also show thal kabupatenfkola revenue on
average increases about 7%. Kabupatenfkola will receive therr fair shurve of
revenue increases based on their ecomomtic performance. Other important
findings from the simulation resulls are that the horizontal fiscal imbalance does
not worsen as the impact of income tax and value added lax revenue sharing has

been neulralized by the DAU formula. In other words, the DAU formula is
fiscally “equalizing”.

Kata kunci:  Desentralisasi ftskal - Bagi Hasil PPl Badan usaha-Bagi Hasif PPN — Mobilisasi
peneritnaan daeralt

Keypwords: Fiscal decentralization - Corporate income lax revenue sharing- Value added lax
revenue sharing - Local revenue mobilization
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1. PENDAHULUAN

Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal sejalan dengan fungsi
dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya adalah otonomi dan
penerimaan yang memadai (revenue adequacy). Pemerintah daerah pada
prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam
menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan
daerah yang memadai.! Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya
yang berasal dari daerah itu sendir, tetapi juga termasuk bagi hasil
(revenue sharing) dan transfer yang berasal dari pusat.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah di Indonesia
sejalan dengan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung sejak awal
tahun 2001 terdir dar: PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan
lain-lain penerimaan. Di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan
ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, sumber penerimaan yang
terbesar berasal dari Dana Perimbangan (86%), PAD hanya menyumbang
sebagian kecil saja rata-rata sekitar 7%.32 Sejalan dengan pemikiran untuk
memperoleh penerimaan daerah yang memadai, daerah dimungkinkan
untuk menambah PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang
diatur melalui U 34/2000.2

Dalam konteks revenue adeguacy, sebagian besar pengeluaran
daerah selama ini masih mengacu pada pola pengeluaran yang “lama”,
mengikuti pola sebelum desentralisasi. Perhitungan berapa kebutuhan
pengeluaran daerah yang sesungguhnya dikaitkan dengan konsep SPM
(Standar Pelayanan Minimal} misalnya, saat ini masih dalam tahapan
transisi. Dengan demikian, masih sulit untuk menilai secara keseluruhan
apakah revenue adequacy ini dikaitkan dengan pengeluaran daerah sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya sudah terpenuhi atau belum.
Namun, dari analisis pengeluaran daerah yang ada selama ini, peran

Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan yang bersifat penentuan arah kebijakan
nasional, penetapan standar, khususnya yang terkait dengan standar pelayanan
jasa/barang publik.

Usui dan Alisjahbana (2003} berdasarkan data APBD Kabupaten/Kota tahun 2001
terkonsolidasi. ’

?  Dalam pelaksanaannya telah timbul berbagai ekses negatif dari upaya daerah untuk
meningkatkan “PAD” dengan munculnya berbagai pajak daerah dan retribusi daerab
yang bersifat “nuisonce tax” dan merupakan disinsentif bagi kegiatan ekonomi di
daerah,
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daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan memfasilitasi
pembangunan daerah masih dirasakan sangat terbatas.

Salah satu keterbatasan yang dihadapi daerah adalah dar sisi
penerimaan daerah yang dianggap tidak mencukupi. Upaya peningkatan
penerimaan daerah oleh karenanya menjadi salah satu hal yang paling
mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Selain PAD, maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan
melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah.
Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dapat dari
DAU, DAK atau dana bagian daerah (bagi hasil/revenue sharing). Tentu
saja peningkatan dana penerimaan daerah yang berasal dari dana
perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks APBN dapat
dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih
dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.*

Mengacu pada pemasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan
untuk mengkaji kemnungkinan peningkatan penerimaan daerah melalui
desentralisasi penerimaan pusat dari pajak-pajak pusat yang belum
dibagihasilkan, yaitu: PPh Badan dan PPN-PPnBM?. Secara lebih spesifik
tujuan makalah ini adalah: (i) mengkaji perumusan bagi hasil PPh Badan
dan PPN-PPnBM dari segi desain dan implikasinya terhadap dana
perimbangan; (ii) melakukan simulasi bagi hasil PPh Badan dan PPN-
PPnBM terhadap penerimaan daerah Kabupaten/Kota serta
implikasinya bagi kesenjangan fiskal horizontal dan vertikal; dan (iii)
membahas berbagai isu khusus dan implikasi kebijakan yang terkait
dengan bagi hasil PFh Badan dan PPN-PPnBM.

Isu ini terkait dengan masalah alokasi pengeluaran pemerintah antara pusat dengan
daerah, termasuk masalah desentralisasi pengeluaran

Untuk penyederhaan masalah, dalam tulisan ini bagi hasil PPN masih disatukan
dengan PPnBM karena keterbatasan akses data yang dimiliki penulis, Perumusan yang
lebih tepat adalah jika yang diperhitungkan hanya komponen PPN saja.
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2. BAGI HASIL FPh BADAN, PPN-PPnBM DAN ALOKASI
DANA PERIMBANGAN

2.1. Mekanisme dan Disain Bagi Hasil PPh Badan, PPN-
PPnBM

Dasar pemikiran bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM adalah
mengikuti konsep revenue sharing atas pajak-pajak yang dipungut oleh
pusat, yang sebagiannya dikembalikan ke daerah. Dari semua jenis
pajak pusat, konsep revenue sharing sudah dilakukan untuk PPh Individu,
PBB dan BPHTB. Jumlah hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM yang dibagi
hasilkan ke daerah diasumsikan sama dengan yang dilakukan untuk PPh
Individu, yaitu sebesar 20%. Pembagiannya adalah 8% dibagihasilkan ke
propinsi dan 12% untuk daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dari dana bagi hasil PPh Badan maupun PPN dan
PPn-BM kemudian dibagihasilkan diantara daerah Kabupaten/Kota
yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa alternatif cara
membagihasilkannya:

1. Menurut jumlah kontribusi dalam penyetoran FPh Badan maupun
PPN tersebut per daerah.

2. Menurut distribusi relatif (peran) kontribusi aktivitas perekonomian
antar daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang dapat digunakan
adalah PDRB, atau khusus untuk bagi hasil PPN dapat digunakan
indikator nilai tambah sektor-sekior PDRB yang memberi kontribusi
terhadap nilai PPN. Misalnya: menggunakan indikator nilai tambah
sektor-sektor PDRB di luar sektor pertanian, karena hasil pertanian
tidak terkena PPN.

Alternatif ke 1 dikenal dengan alokasi bagi hasil pajak pusat ke
daerah dengan menganut azas domisili. Kelemahan dari pendekatan ini
adalah daerah yang menyetor pajak pusat tersebut belum tentu adalah
daerah yang juga menghasilkan aktivitas ekonomi yang terkait dengan
pajak yang disetor tersebut. Sebagai contoh adalah banyaknya
perusahaan-perusahaan dengan domisili kantor pusat di Jakarta,
sehingga penyetoran pajak dilakukan melalui Kantor Pajak Wilayah

¢ Alternatif lain dari konsep bagi hasil (reverrue sharing) adalah lax base sharing yang tdak

dibahas dalam tulisan ini.
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Jakarta. Sementara itu, lokasi kegiatan perusahaan seringkali berada di
daerah.

Alternatif ke 2 dianggap akan lebih dapat memberikan “rasa
keadilan” dan insentif bagi daerah-daerah dikaitkan dengan kinerja
perekonomiannya. Alternatif ini juga diharapkan dapat mengurangi
permasalahan kesenjangan yang terjadi, jika bagi hasil dilakukan
berdasarkan sistem administrasi (pengumpulan} perpajakan yang
berlaku saat ini (alternatif 1 di atas). Atas dasar pertimbangan tersebut,
maka simulasi bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM yang dilakukan
dalam tulisan ini menggunakan indikator PDRB Kabupaten/Kota i
dibagi dengan total PDRB Kabupaten/Kota sebagai faktor pengali
terhadap nilai PPh Badan dan PPN-PPnBM yang dibagihasilkan ke
masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Alokasi APBN untuk Dana Perimbangan

Usulan bagi dimasukkannya PPh Badan dan PPN-PPnBM ke dalam
“pool” dana yang akan dibagihasilkan ke daerah akan mengubah sisi
bagian daerah/bagi hasil serta alokasi DAU ke masing-masing daerah.’
Bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM menghasilkan tambahan dana
sebesar Rp 19,4 friliun ke dalam alokasi bagian daerah, sehingga
penerimaan dalam negeri netto menjadi Rp 254,826 triliun. Plafon DAU
sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri netto berarti DAU tahun 2002
adalah Rp 68,557 triliun sebelum bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM.

.Dana Perimbangan secara keseluruhan meningkat 15% setelah ada
penambahan bagi hasil pajak tersebut.

Masalah yang tidak sederhana muncul, ketika akan menghitung
berapa “pool” bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM untuk daerah
kabupaten/kota. DKI Jakarta merupakan daerah yang diperlakukan
secara khusus, karena DKI Jakarta secara implisit juga mencakup daerah
kota di dalamnya. Dengan demikian, maka share DKI Jakarta adalah
“utuh” sebesar 20%. Karena makalah ini mengkonsentrasikan hasil
perhitungan dan simulasi hanya pada daerah kabupaten/kota, maka
share bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM untuk DKI Jakarta {daerah

7

Dalam hal jumlah dana “peol” DAU maupun formulasi DAU, lihat pembahasan di sub-
bagian 23. tulisan ini.
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kotanya) dikeluarkan terlebih dahulu dari “pool” dana yang untuk
kabupaten/kota. “Pool” dana tersebut kemudian dibagihasilkan ke
seluruh kabupaten/kota di Indonesia, kecuali daerah DKI Jakarta.

Secara singkat, dapat dilihat bahwa bagian daerah dari PPh Badan
dan PPN-PPnBM memberikan kontribusi kenaikan dana perimbangan
yang nilainya sama besar dengan bagi hasil PPh Individu, PBB, dan
BPHTB. Total dana perimbangan setelah bagi hasil PPh Badan dan PPN-
PPn BM untuk daerah Kabupaten/Kota meningkat sebesar 7% dari
sebelumnya (lihat Tabel 2).

Tabell

Alokasi APBN untuk Dana Perimbangan Tahkun 2002

Baselfine dan Simulasi Rp Triliun

Baseline Simulasi
Penerimaan Dalam Neperi 299,800 299,800
Bagian Daerah/Bagi Hasil: 24,972 44,374
PPh Individu (Psh 21} 4,072 4,072
FBB 6,200 6,200
BPHTB 1,700 1,700
SDA 13,000 13,000
PPh Badan {Psl 25/29) - 6,231
PPN - PPnBM - 13,171
Dana Reboisasi (DAK) 0,6G0 0,600
Penerimaan Dalam Negeri Nello 274,228 254,826
Dana Alokasi Umum 68,557 63,707
Dana Perimbangan 94,129 108,680

Sumber: Nota Keuangan dan UU RI 29 /2002, Tentang APBN 2003, diclah
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Tabel 2
DAU, Bagian Daerah dan Dana Perimbangan Daeral Kabupaten/Kota
Tahun 2002 — Baseline dan Simufasi

Rp Triliun
Baseline Simulasi
Dana Algkasi Umum 61,701 57,336
Bagian Daerah/Bagi Hasil: 10,653 20,402
Bagi Hasil PPh Individu, PBB dan BPHTB 3,669 3,669
SDA 6,584 6,984
PPh Badan {Psl 25/29) 0 3,130
PPN - PPnBM 0 6,617
Dana Pen'mbanﬂan 72,354 77,738

Sumber: Nota Keuangan dan UU Ri 29/2002, Tentang APBN 2003, diolah

2.3. Perubahan Pada Formulasi DAU

Usulan bagi penambahan komponen bagt hasil PPh Badan dan PPN-
PPnBM kepada daerah akan berimplikasi pada perubahan formulasi
DAU, sehingga untuk keperluan simulasi akan dibedakan antara DAU1i
{baseline) dengan DAU2i (simulasi). Perumusan DAU yang digunakan
adalah perumusan dasar DAU tahun anggaran 2002, yang terdiri dari
komponen Alokasi Minimum (lump sum dan komponen proporsi belanja
pegawai) dan komponen formula® Rumus ini kemudian akan disebut
sebagai DAUli baseline, sedangkan rumus DAU yang telah
memperhitungkan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPn BM akan disebut
sebagai DAU2: simulasi.

Formulasi DAU:
Baseline : DAUI = [ LS1i + (x Gaji)li | + ( BD1i X DAU1n)
Simulasi : DAU2i = [ LS2i + {« Gaji)2i ] + ( BD2i X DAU2n)

Lihat Sidik, et.al. (2002), dimana dalam tulisan ini tidak dilakukan ketentuan “hold
harmless provision” dan penyesuaian terhadap jumlah DATJ hasil perhitungan maupun
penambahan dana penyeimbang. Hal ini dilakrkan untuk menyederhanakan
perhitungan dan mempertajam analisis hasil perhitungan antara model DAU tanpa
memperhitungkan bagi hasil PPh Badan dan FPN-PPnBM dengan mode] yang
memperhitungkannya.
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dimana

DAUP = DAU yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota i

DAUn = Total DAU yang dialokasikan ke seluruh Kabupaten/Kota
BDi = Bobot daerah Kabupaten/Kota i

LSi = Lumpsum (10% DAUn) untuk setiap Kabupaten/Kota i

(x Gaji)i = Alokasi proporsional menurut kebutuhan belanja pegawai
(50% DAUn) untuk daerah Kabupaten/Xota i
= Baseline

2 = Simulasi

Perbedaan utama antara perhitungan DAU baseline dengan DAU

simulasi terletak pada (lihat Tabel 3):

1. Jumlah total! DAU yang dialokasikan untuk daerah Kabupaten/Kota

2. Komponen [ump sum yang diterima masing-masing daerah
Kabupaten /Kota

3. Alokasi komponen DAU yang berdasarkan proporsi belanja pegawai
masing-masing daerah Kabupaten/Kota

4. Kapasitas Fiskal daerah (KpFli < KpF2i)
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Tabel 3
Komponen Fechitunigan DAU
Tahun 2002 - Baseline dan Simulasi
Baseline (1) Simulasi (2)
DAUnR Rp 61,701 triliun Rn 57,336 triliun
LSi Rp 18,4 milyar Rp 17,1 milyar
{a Gaji)i (BPi / L BPi). Rp 30,535 triliun {BPi/ L BPi). Rp 28,668 triliun
dimana:
BPi = Belanja pegawai daerah
Kabupaten/Kola i
BDi {(KbFi — KpF1i} / Z {KbFi — KpF1i) {KbFi — KpF2i¥ £ (KbFi — KpF2i)
dimana: dimana:
KpF1i = PADi esim + PBBi + BPHTBi + | KpF2i = KpFli + PPh Badan i + PPN-
PPh Indv i + 0,75 SDAI PPnBMi -
KbFi = lihat Sidik, et.al., 2002

3. HASIL SIMULASI

3.1. Implikasi Terhadap Mobilisasi Penerimaan Daerah
Kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap dampak bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM dapat
dilihat melalui seberapa besar penerimaan daerah meningkat
dibandingkan dengan sebelumnya. Secara rata-rata penerimaan daerah
Kabupaten/Kota meningkat sebesar 7%, namun jika dilihat distribusi
peningkatannya diantara daerah Kota dengan Kabupaten ternyata tidak
merata. Sebagai konsekuensi dari distribusi bagi hasil ini yang
menggunakan PDRB sebagai kriteria alokasi, maka daerah kota yang
umumnya ditandai dengan PDRB yang reladif tinggi dibandingkan
dengan daerah Kabupaten, mengalami peningkatan penerimaan daerah
yang cukup signifikan (11% dibandingkan sebelumnya).

Demikian pula dengan penerimaan daerah kabupaten penghasil
Migas yang meningkat sebesar 8%, sementara daerah kabupaten non-
penghasil migas harus cukup puas dengan penerimaan daerah mereka
yang meningkat rata-rata 6%. Variasi yang sama dapat dilibat untuk
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peningkatan penerimaan daerah di Kalimantan dan Jawa yang lebih
tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.  Dominasi
perekonomian daerah-daerah di Jawa dan Bali pada sektor industri dan
jasa, serta peran sektor migas di Kalimantan dapat menjelaskan variasi
yang tinggi untuk ketiga daerah tersebut.

Tabel 4
FPenerimaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2002
Baseline dan Simuolasi (Rp Triliun)

Penerimaan Daerah
Baseline: Simulasi:
Daerah PAD+DAU+ PAD+DAU+BHP+SDA+ Perubahan
BHP+SDA PPh Badan+PPN-PPrBM
Kabupaten/Kota 75,992 81,376 7.1%
Kota 12,779 14,239 11,4%
Kabupaten 63,213 67,137 6,2%
Kabupaten — Migas 12,682 13,696 B,0%
Kabupaten — Non-Migas 50,532 53,441 5,8%
Stimber: Hasil perhitungan
Tabel 5

Penerimaan Daerah Kabupalen/Kofa
Sumatera, fawa dan Bali, Kalimanfan, Sulawesi dan Lainnya
Tahun 2002 — Baseline dan Simulasi

Rp Trliun
Penerimaan Daerah
Baseline: Simulasi:
Daerah Kabupaten/Kota | PAD+DAU+ PAD+DAU+BHP+SDA+ Perubahan

BHP+5DA PPh Badan+PPN-FPnBM
Indonesia 75,993 81,376 7.1%
Sumatera 19,878 20,959 5,4%
Jawa dan Bali 29,682 31,985 7.8%
Kalimantan 8,355 9,287 11,2%
Sulawesi 7,215 7,532 4,4%
Lainnya 10,861 11,613 5,9%

Sumber: Hasil perhitungan
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3.2. Implikasi Terhadap Kesenjangan Fiskal Vertikal dan
Horizontal

Salah satuz indikator yang seringkali digunakan untuk melihat
kesenjangan fiskal vertikal adalah berapa besar share dari total
penerimaan pemerintah yang menjadi kewenangan sepenuhnya
pemerintah daerah dibandingkan dengan yang menjadi kewenangan
pusat. Proksi yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan
berapa share dari total penerimaan dalam negeri yang dialokasikan untuk
anggaran daerah dengan kewenangan pada daerah® Hasil simulasi
menunjukkan adanya peningkatan anggaran untuk pemerintah daerah
yang dialokasikan dari APBN, yang dengan sendirinya berart
mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (Tabel 6).

Tabel 6
Anggaran Daeralh dan Penerimaan Dalam Negeri
Tahun 2002 — Baseline dan Simulasi

Rp Trliun
Baseline Simulasi
Penerimaan Dalam Negeri 299,800 299,800
Dana Perimbangan 94,129 108,660
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang 3,700 3,700
Anggaran untuk Daerah 97,829 112,380
% Thd Penerimazan Dalam Neger 33% 37%

Sumber: Hasil perhitungan

Dampak pemberian bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM terhadap
kesenjangan fiskal horizontal dapat dilihat dari variasi penerimaan per
kapita antar daerah menurut sumber penerimaan seperti yang
digambarkan dalam Tabel 7 dan Tabel 8. Tiga indikator yang
digunakan mengukur variasi pendapatan per kapita menurut sumbernya

?  Kecuali dalam hal ini DAK, namun DAK dalam fahun anggaran 2002 berjumlah sangat

tidak signifikan.
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adalah: koefisien variasi, standar deviasi dari logaritma dan koefisien
Gini. Secara umum dari Tabel 7 dan 8, keliga indikator tersebut
memberikan hasil (arah) yang konsisten (Hdak saling bertentangan).

Tabel 7 memperlihatkan variasi pendapatan daerah per kapita
yang menunjukkan peningkatan jika PAD ditambah dengan bagi hasil
pajak (PPh Individu, PBB dan BPHTB), dan menjadi sangat tidak merata
setelah ditambah dengan komponen bagi hasil SDA. Bagi hasil PPh
Individu dilakukan berdasarkan daerah asal pengumpul kontribusi PPh
tersebut, yang dalam hal ini terkait dengan sistem administrasi
pengumpulan pajak penghasilan yang berlaku.” Nilai PBE dan BPHTB
akan sangat tergantung pada harga tanah yang berlalu di daerah
tersebut, sedangkan sumber daya alam terkonsentrasi pada daerah-
daerah tertentu yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Kesenjangan
ini kemudian dapat diperkecil secara signifikan oleh komponen DAUI,
atau dengan perkataan lain DAUI bersifat “equalizing”.

Hal yang hampir sama dapat dilihat pada Tabel 8, yang
memperlihatkan variasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota
per kapita yang telah memperhitungkan bagi hasil PPh Badan dan PPN-
PPnBM. Bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM tidak mengubah variasi
penerimaan antar daerah yang dalam kondisi sangat tidak merata setelah
daerah menerima bagi hasil SDA. Namun, karena formulasi DAU2
kemudian memperhitungkan semuanya ke dalam komponen kapasitas
fiskal, maka alokasi DAIJ2 pada akhirnya dapat membuat variasi
penerimaan antar daerah menjadi kecil secara signifikan. Bahkan, hasil
yang diperlihatkan oleh DAU2 hampir sama dengan hasil DAUL
sebelumnya. Jadi, dampak kesenjangan fiskal horizontal dari bagi hasil
SDA maupun pajak, termasuk PPh Badan dan PPN-PPnBM telah
berhasil diminimalisasikan oleh formulasi DAU.*

0 Berdasarkan cara bagi hasil PPh Individu seperti ini, maka PPh Individu terkonsentrasi
di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Meskipitn cara ini Hdak sepenuhnya menjamin pemerataan fickal antar daerah, karena
belum memperhitungkan kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah (Lewis, 2001).

11
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Tabel 7
Variasi Penerimaan Pemerintah Daerah Per Kapita
Menurut Sumber Penerimaan
Tzhun 2002 — Baseline

Sumber Penerimaan Coeflicient of Standard Devialion Gimt
Daerah Variation of Log Coefficient
Kabupaten/Kota
PAD 0,728 0,600 ) 0,352
+ BHP 0,911 0,690 0,409
+ 5DA 2,387 1,086 0,694
+ DAU1 0,882 0,625 0,374

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 8
Variasi Penerdmtaan Pemerintah Daerah Per Kapita
Menurut Sumber Penerimaan
Tahun 2002 — Simulasi

SumbeI;::::hnmaan Coefﬁ'cie'nl of Standard Deviation Gini_
Kabupaten/Kota Variation of Log Coefficient
PAD 0,723 0,600 0,352
+ BHP 0,911 0,690 0,409
+ 5DA 2,387 1,086 0,654
+ PPh Badan 2,205 1,006 0,656
+ PPN/PPrBM 1,986 0,914 0,606
+ DAU2 0,892 0,623 0,376

Sumber: Hasil perhitungan

4. PENUTUP

PPh Badan dan PPN-PPnBM merupakan cermin dari kinerja
perekonomian daerah, sehingga merupakan sumber penerimaan yang
relevan untuk dibagihasilkan ke daerah. Perumusan bagi hasil PPh
Badan dan FPPN-FPnBM merupakan satu kesatuan implementasi
desentralisasi fiskal dalam “pool” dana perimbangan. Jika bagi hasil
tersebut dilakukan berdasarkan kontribusi daerah menurut kinerja
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perekonomian daerah, maka bagi hasil ini akan merupakan insentif
tersendiri bagi daerah untuk meningkatkan kinerja perekonomiannya.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa bagi hasil PPh Badan dan
PPN-PPnBM akan meningkatkan penerimaan dalam negeri (pusat) yang
didaerahkan menjadi 37%, demikian juga dengan penerimaan daerah
kabupaten/kota akan meningkat rata-rata sebesar 7%. Daerah akan
menerima sesuai dengan kinerja dan kontribusi perekonomiannya
terhadap perekonomian secara nasional. Hasil simulasi juga
menunjukkan bahwa bagi hasil ini tidak akan memperburuk
kesenjangan fiskal horizontal, karena DAU telah memperhitungkan
dalam formulasinya.

Kelebihan lain dari usulan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM
ini, hasilnya akan masuk ke dalam APBD daerah, sehingga daerah
memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam penggunaannya sesuai
dengan prioritas daerah. Jika usulan ini akan diberlakukan, maka masih
banyak detail teknis yang masih perlu disiapkan. Diantaranya,
bagaimana mekanisme alokasi yang benar-benar sesuai dengan
kontribusi dan kinerja perekonomian daerah, sehingga alokasinya akan
merupakan insentif tersendiri bagi daerah wuntuk memacu kinerja
perekonomiannya.”
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